
5. Undang - Undang . 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24 ayat (7) 
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 
perlu Pengaturan Mengenai Tata Cara Pengembalian Kelebihan 
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

1. U ndang - U ndang Nomor 12 Tahun 1956 tentanq Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nemer 25} sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pernbentukan Daerah 
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung 
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2755) ; 

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209) ; 

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286 ) ; 

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); · 
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PERA TU RAN BUPATI TENT ANG TAT A CARA PENGEMBALIAN 
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 
Nomor 1) 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737) ; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomr 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retrubusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578 ) ; 

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ; 
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14.Pajak. . 

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan · ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah 

12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut 
PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan 
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, 
dan pertambangan 

11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada 
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar - besarnya 
kemakmuran rakyat. 

6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Sadan 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari. 

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari 

8. Sadan adalah sekumpulan orang dan I atau modal yang merupakan kesatuan baik 
yang meliputi Perseroan Terbatas,Perseroan Komanditer/Perseroan lainnya/Badan 
usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun 
Firma/Kongsi/Koperasi/dana Pensiun/Persekutan/Perkumpulan/Yayasan/Organisasi 
Massa,Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis,Lembaga,Badan 
Usaha Tetap dan Bentuk Sadan lainnya. 

9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah 
sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

10. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas Pendapatan yang diberi tugas 
tertentu dibidang perpajakan daerah dan mendapat pendelegasian wewenang 
dari Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari. 

2. Pemerintah Daerah adalah · Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah . 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari. 

4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari. 

KETENTUAN UMUM 

BABI 
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(1) Untuk n:,emperoleh pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2, Wajib Pajak 
rnenqajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan 
disertai alasan-alasan yang jelas kepada Bupati melalui Kepala Dinas . 

(2) Tanda pen~rimaan s~rat permohonan yang diberikan oleh Dinas atau Pejabat 
yang dituniuk un~uk itu atau t~nda pengiriman surat permohonan melalui pos 
tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagainiana 
dimaksud pada ayat (1) 

Pasal3 

Kelebihan pembayaran PBB-P2 terjadi apabila : 

a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang dan; 

b.dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang. 

Pasal2 
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN 

BABJJ 

19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Nihil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBS 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak 
yang telah ditetapkan. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Ku rang Bayar Pajak Bumi dan Banqunan 
Perdesaan dan Perkotaan. yang selanjutnya disingkat SKPDKB PBB adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit 
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB adalah surat ketetapan pajak 
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang 

15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah 
surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak 
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14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada , suatu saat, dalam 

Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 



b.lembar . 

a. lembar ke-1 untuk Dinas selaku penerbit SPMKP PBB. 

Pasal7 
(1) SPMKP PBB dibuat dalam rangkap 4 (em pat) dengan peruntukan sebagai 

berikut: 

(3) Bentuk SPMKP PBB sebagai_mana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut 
oleh Kepala Dinas . 

Pasa\6 
(1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 yang masih tersisa dikembalikan dalam jangka 

waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB PBB hasil pemeriksaan Dinas 
atas nama Bupati. 

(2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
menerbitkan SPMKP PBB. 

c. SKPD PBB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah 
PBB-P2 yang seharusnya terutang. 

(2) Apabila setelah jangka ·waktu 12 (dua belas) bulan Kepala Dinas atas nama 
Bupati tidak memberikan k_eputusan, ma ka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak 
berakhirnya jangka waktu tersebut, Kepala Dinas atas nama Bupati 
menerbitkan SKPKP PBB. 

b. SPPT PBB, apabila jumlah PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2 yang 
seharusnya terutang; dan 

a. SKPDLB PBB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari 
yang seharusnya terutang 

( 1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka dalam jangka waktu paling lama 12 
(dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lenqkap, Kepala 
Dinas atas nama Bupati menerbitkan : 

Pasai5 

(1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang 
pajak. 

(2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran 
PBB-P2, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan 
terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain. 

(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan 
pemindahbukuan. 

Pasal4 
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SERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARi 
TAHUN 2015 NOMOR . 

M . FADHIL ARIEF 

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARi 

Muara Bulian 
2-7.- I\; - 2015 

Diundangkan di 
Pada tanggal 

~N 

BUPATI BATANG HARi 

Muara Bulian 
2 7 - \ I - 2015 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Batang Hari . 

Pasal 8 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB Ill 

(3) Kepala Dinas atas nama Bupati wajib menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) 
hari sejak SPMKP PBB diterima. 

(4) Dinas mengembalikan lembar ke-2 SPMKP PBB yang telah dibubuhi cap tanggal 
dan nomor penerbitan SP2D disertai lembar ke-2 SP2D kepada penerbit SPMKP 
PBB. 

(2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPMKP PBB 
beserta SKPKB PBB harus disampaikan secara langsung oleh Petugas yang 
ditunjuk oleh Dinas atau melalui Pos tercatat ke Dinas paling lambat 2 (dua) hari 
kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan terlampaui dan paling lama 2 (dua) 
bu Ian. 

d. lembar ke-4 untuk Kas Umum Daerah. 

b. lembar ke-2 untuk Tempat Pembayaran yang ditunjuk .. 

c. lembar ke-3 untLik Wajib Pajak yang bersangkutan. 
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